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Abstrak

Haluan observasi yakni untuk mengetahui hasil PP 23 yang diterapkan terhadap Koperasi Pergu. Dan apa pengaruh PP 23
terhadap penghasilan koperasi Pergu. Jenis penelitian ini menggunakan jenis peneilitian yang terjun langsung ke tempat usaha
yang sesuai dengan karakter tesis yang angkat peneliti maka dari itu di beri nama sebagai kualitatif deskriptif. Bahan yang
dipakai dan yang sudah sesuai yaitu pengamatan terjun langsung ke dalam usaha .dari pihak KPRI Pergu catatannya berupa
informasi laporan keuangan RAT tahun 2019 — 202. Ada juga hasil yang didapat di skripsi di dunia maya dan menyongkong
keberhasilan dalam usaha akhir ini. Untuk kesempurnaan penjabaran tugas bahwa pada tahun 2019 PP 23 masih belum
diterapkan dan menggunakan PP 46 tahun 2013 dikarenakan masih belum menyeluruhnya sosialisasi PP 23 diKPP setempat.
Dengan pendapatan sebesar Rp 1.781.599.892, Pada tahun 2020 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari-
desember. Dengan pendapatan sebesar Rp 1.612.826.630, Pada tahun 2021 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan
januari-desember. Dengan pendapatan sebesar Rp 1.648.734.501

Kata Kunci: PPh Final, PP 23

Abstract

The purpose of the research is to find out the results of PP No. 23 which is applied to Pergu coorperatives and what is the
effect of PP No. 23 on the income of cooperatives. This type of research uses qualitatif research. Based on the characteristics
raised by is classified as aqualitatif descritive study. The data used in this study is primary data obtained by direc parties from
KPRI data in the from of infromation on the 2019 — 2021 RAT financial statements. While for secondary data obtained form
journals, internet and other media that support this research. From the resutlts of the analysis that in 2019 PP No. 23 has not
been implemented and uses PP 46 of 2013 because there is still not comprehensive socialization of PP 23 with revanues of
1,781,599,892. In 2020 KPRI has implemented PP number 23 january-december with revanues of 1,612,826,630. in 2021
KPRI implemented PP number 23 january-december with revanues of 1,648,734,501.

Keywowrds: PPh Final, PP 23
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PENDAHULUAN

Pembangunan atau pelaksanaan proyek di wilayah yang maritimisme sekarang bermaksud
menaikkan kesentosaan kekerabatan paguyuban. Keberhasilan rekontruksi suatu proyek
membutuhkan anggaran besar jadi satu ketentuan untuk dapat direalisasikan. Opsi ini bisa di
buat membikin jadi perolehan nomer satu pungutan perbisnisan lokal atau antar bangsa .
pengakuan dari bagian tarif yang diambil kemudian di taruh dalam uang negara akan bisa
di buat sebagai penghasilan utama penerimaan dari suatu tanah air yang kan di butuh kan
menjelang memenuhi seluruh keperluan negeri.

Pelaksanaannya berupa pembinaan fisik, material dan spiritual. Pemerintah harus
memperhatikan sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan. Perusahaan ini
menghasilkan sumber daya alam yang diolah oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah.
Pemerintah mendapatkan pembiayaan dari berbagai sumber daya alam, pendapatan ekspor dari
pariwisata, dan sumber lainnya. Perusahaan pengelola memungut pajak untuk pengelolaan
sumber daya alam.

Pada dasarnya pajak adalah iuran yang dapat dibayar oleh yang wajib membayarnya, dan
tidak diberikan jaminan bahwa uang tersebut digunakan secara efektif atau akan dikembalikan
kepada orang yang membayarnya. Pajak merupakan suatu cara bagi pemerintah untuk
memberikan sebagian dari kekayaannya sendiri kepada masyarakat dalam rangka membantu
bangsa dan negara. Ada berbagai macam pajak yang dipungut di Indonesia, tergantung
daerahnya. Pajak pusat dapat dibagi atas cukai induk penjualan & penggunaan dan bea area.
Pajak daerah terbagi atas retribusi penjualan dan pajak propertite x a s.

Pelaksanaannya berupa apa yang disebut pembangunan yang intensif secara fisik atau
benar-benar menggunakan materi dan materi spiritual. Pemerintah harus memperhatikan
sumber pendanaan dalam membiayai pembangunan. Perusahaan ini menghasilkan sumber
daya alam yang diolah oleh perusahaan dan diawasi oleh pemerintah. Pemerintah mendapatkan
pembiayaan dari berbagai sumber daya alam, pendapatan ekspor dari pariwisata, dan sumber
lainnya. Perusahaan pengelola memungut pajak untuk pengelolaan sumber daya alam.

Pada dasarnya pajak adalah iuran yang juga dapat dibayar oleh mereka yang benar-benar
berkewajiban untuk membayarnya, dan tidak ada jaminan yang akan diberikan kepada uang
tersebut untuk digunakan secara lebih efektif atau ada jaminan bahwa uang itu akan
dikembalikan kepada yang bersangkutan. orang yang wajib atau wajib membayarnya . . atau
kebinet pemimpin kawasan cara lain agar bisa memberikan sebagian kekayaannya sendiri
kepada rakyat dalam rangka memperjuangkan dan mampu menegakkan serta membantu
perekonomian bangsa dan negara tercinta, salah satunya adalah Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Republik Indonesia. Ada berbagai macam pajak yang dipungut di Indonesia,
tergantung daerahnya. Pajak pusat dapat dibagi menjadi pajak pusat penjualan dan penggunaan
dan pajak daerah. Pajak daerah dibagi menjadi pajak penjualan untuk pedagang dan pajak
properti untuk pengembang atau pajak properti.

Koperasi adalah suatu organisasi dapat di namakan dengan komponen terpadu dari alam
bisnis yang benar-benar memiliki letak kapasitas , dan peran atau semangat yang sangat
penting dan strategis dalam mewujudkan suatu tujuan atau sasaran pembangunan ekonomi
negara, khususnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut UU no. 25 tahun setelah
Masehi tetapi bukan tahun Islam yaitu warsa seribu sembilllan rattus sembilan pullluh duahhh
Koperasi termasok badan usaha yang usahanya terdiri dari sekelompok orang/orang yang
dikelola atas dasar asas yang sangat erat, yaitu kekeluargaan. Perbedaan antara suatu badan
dengan perusahaan/usaha lain adalah koperasi yang berlandaskan nilai-nilai dengan prinsip
untuk menciptakan dan menjamin kesejahteraan anggota badan usaha yaitu koperasi.

Laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan, perhitungan pendapatan, arus
kas, dan perubahan ekuitas harus disusun oleh badan usaha koperasi lainnya. Koperasi wajib
membayar pajak kepada negara sebagai badan usaha. Koperasi pada umumnya harus
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mendaftarkan NPWP atau PKP, mengajukan dan melaporkan pajak penghasilan badan
koperasi dan/atau memungut PPN.

Beberapa tahun terakhir ini dunia dihebohkan dengan penyakit mematikan sehingga sangat
menular sehingga terjadi wabah lock down dari kota yang bernama Wuhan di China, wabah
tersebut bernama Covid-19, dimana pandemi tersebut menimbulkan banyak kerugian. terhadap
sektor-sektor yang ada . , dengan itu. Wabah covid yang berasal dari kota wuhan sangat
merugikan industri yang ada, sehingga banyak masyarakat yang mulai merugi dan tidak
mampu menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap keutamaan setoran perponding jadi sangat
mencekik. Pemerintah menyikapi kejadian tersebut dengan mengeluarkan sebuah inovasi atau
solusi yang sangat baik yaitu mengeluarkan peraturan baru dengan segala pertimbangan yaitu
Perpem Nomer dua puluh tiga waktu dua ribuh delapan belas di berlakukan pada tanggal
ganjil pada bulan tujuh tepatnya 1 di 2018 dengan laju power train 0,5%. . setelah saya
mengerjakan kolom latar belakang bisa di jabarkan dengan tajuk “Analisis Implementasi PP
23 di KPRI Pergu Koperasi Singosari Tahun 2019 - 2021"

Kajian Pustaka
Pajak

Mengikuti seorang  ahli yang mempunyai nama  bapak  sumitro
(duaribulimabelas:duapuluh) pajak adalah iuran/pengumpulan dana dari manusia yang berada
dalam suatu organisasi yang disebut dengan negara manusia, rakyat adalah rakyat. Hukum
yang diperoleh secara paksa, tanpa menerima imbalan jasa atau timbal balik (counter-
achievement) yang dapat/dapat langsung ditunjukkan dengan digunakannya untuk membayar
pengeluaran umum suatu negara yang dapat disebut negara konoha. Kontribusi ini digunakan
untuk menutupi biaya umum
Pajak Penghasilan

Menurut ( Waluyo , 2017), pajak penghasilan sebelum atau tidak diubah dari peraturan Uu
pajak pendapaptan tahun sembilan belas delapan tiga dan telah diubah dengan uUNo. 36 Tahun
2018. Pancasila dan Filosofi UUD biasanya di baca pada saat upacara bendera pada pagi hari
di sekolah pada hari senin Tahun 1945 merupakan dasar dari Undang-Undang Pajak
Penghasilan. Pajak Penghasilan Final ( PPh Pasal 4 Ayat 2) PPh merupakan iuran atau pajak
yang bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat digabungkan dengan
penghasilan lain untuk menentukan besarnya iuran pajak yang terutang.

PPh Pasal empat Ayat dengan nomer 2

merupakan pajak akhir , maka tidak dapat dikreditkan dan tidak dapat dijadisatukan

bersama penghasilan lain untuk menentukan besarnya iuran yang belum lunas.

Peraturan Pemerintah No. 46

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan®, Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tentang Pajak Penghasilan. Sama dengan tahun takwim, tahun pajak adalah 1 masa kalender.
Pajak penghasilan yang bersifat final berlaku bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu
yang menerima atau memperoleh penghasilan usaha.Wajib Pajak yang disebut peredaran bruto
tertentu adalah mereka yang memang benar dan memang telah dipilih serta telah memenuhi
salah satu syarat sebagai berikut (PP No. 46, 2013):
a. sebuah. Orang perseorangan atau rekanan bukanlah suatu bentuk usaha tetap.
b. Memiliki usaha yang memiliki penghasilan usaha, tidak termasuk tunjangan/penghasilan
dari jasa lepas atau pekerjaan sampingan, dengan omzet atau penghasilan bruto tidak lebih
dari Rp. 4.800.000.000,00 dalam satu kali revolusi bumi atau yang disebut dengan 1 (satu)
tahun anggaran.
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Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018
PP 23 Tahun 2018, peraturan laki-laki ini berlaku mulai 1 Juli 2018 Ketentuan mengenai

Wajib Pajak yang dikenai Pajak Penghasilan diatur dalam Pasal 3 ayat 1 (Peraturan Pemerintah

Nomor 23 Tahun 2018:):

Wajib Pajak yang dapat dikenakan PP 23 antara lain:

sebuah. Pungutan fardhu perorangan ;

b. Perjak harus Badana antara lain;

1) CV dan firma berdasarkan buku-buku non-agama, yaitu Undang-undang Hukuman

Dangang .

2) PT Berbasis Udang” Nomor empat fuluh Tahun dua ribu tuju tentang Perseroan Terbatas,

dengan pelaksanaanya sekalian

3) Perkoperasian berdasarkan Undang undang Nomor ganjl tepatnya duapuluh5 Tahun 92

tentang Perkoperasian, plus aturannya yang harus dimulai dengan baik pada saat

pelaksanaannya.

Mereka yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 juta dalam satu tahun anggaran

atau memperoleh penghasilan.

PENELITIAN TERDAHULU

1. Tri S ukma melati Suci , Herman Karamoy , & Sintje Rondonuwu (2019) yang berjudul
“Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 Tentang
Pertumbuhan Wajib Pajak dan Penerimaan Pajak Penghasilan Final Pada KPP Pratama
Manado”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan PPh Final PP 23 Tahun 2018.
Perbedaannya terletak pada variabel, objek, dan metode penelitian.

2. Miftah Fauzi , & Yeti Apriliawati (2021). Berjudul “Analisis Penerapan Insentif Pajak
Penghasilan Final Bagi UKM Ditanggung Pemerintah (Studi Kasus Kpp Pratama
Kuningan )". Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan PPh Final PP 23 Tahun
2018. Perbedaannya terletak pada variabel, dan metode penelitian.

3. Efrinal , & Putri Fitrilia Ariyanti (2021). Berjudul “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak,
Terhadap Pelaksanaan PP 23 Th. 2018 Pemahaman Perpajakan dan Modernisasi Sistem
Administrasi Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Sektor UMKM di KPP Pratama Jakarta
Jatinagara Periode 2021)”. Dalam penelitian ini terdapat persamaan dengan PPh Final PP
23 Tahun 2018. Perbedaannya terletak pada variabel, objek, dan cara buat tessisnya.

METODE PENELTIAN

Metode ini menggunakan penelitian langsung dan menjelaskan apa yang ada dalam
penamatan obyek. Sumber data ini menggunakan data internal pihak Singosari Koperasi Pergu
yang dijadikan dasar penelitian. Data yang digunakan adalah data yang di dapat dengan cara
terjun langsung ke tempat usaha yang di amati.
Teknik analisis data

1. Menganalisis laporan keuangan dari Koperasi Pergu dan menghitung PP 23.

2. Melakukan perhitungan pajak terutang koperasi yaitu PP 23 pajak final dengan ketentuan

Pp Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan.

3. Melakukan analisis perhitungan pajak Koperasi Pergu dan laporan keuangannya yang

dapat mempengaruhi pendapatan koperasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 4.1
Perhltungan PP 46 Pada Tahun 2019 & Perhitungan PP 23 Pada Tahun 2020-2021

0.

Bulan

Penghasilan Bruto
Tahun 2019

Tarif 1%

Penghasilan Bruto
tahun 2020

Tarif 0,5%

Penghasilan Bruto
tahun 2021

Tarif
0,5%

1

Januari

148.658.500

1.486.585

156.789.023

783.945

156.890.380

784.452

2

Februar
i

160.689.000

1.606.890

145.678.800

728.394

145.678.902

728.395

3

Maret

165.000.234

1.650.002

134.654.789

673.274

112.908.762

564.544
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4 April 110.989.000 1.109.890 | 155.926.030 779.630 110.789.635 553.948
5 Mei 134.798.600 1.347.986 | 111.458.789 557.294 143.567.890 717.839
6 Juni 162.423.087 1.624.231 | 111.349.234 556.746 134.789.345 673.947
7 Juli 138.927.509 1.389.275 | 123.458.562 617.293 156.702.300 783.512
8 ?QUStU 145.898.900 1.458.989 | 123.489.098 617.445 147.866.700 739.334
9 ngtem 127.998.072 1.279.981 | 133.456.790 667.284 112.455.680 562.278
10 ?ktObe 167.000.090 1.670.001 | 145.678.790 728.394 145.455.800 727.279
11 ,k:l;’vem 166.219.000 1.662.190 | 132.989.630 664.948 144.234.565 721.173
12 E:rsem 152.997.900 1.529.979 | 137.897.095 689.485 137.394.542 686.973

17.815.99 8.243.67
Total 1.781.599.892 9 1.612.826.630 8.064.133 1.648.734.501 3

Sumber : RAT KRPI Pergu Tahun 2019-202

Interprestasi tabel diatas dapat dilihat dari:
e segi penerapan dan perhitungan PP 23

1.

2.

3.

dari tabel diatas dapat dilihat baha pada tahun 2019 PP 23 masih belum diterapkan
dan menggunakan PP 46 tahun 2013 dikarenakan masih belum menyeluruhnya
sosialisasi PP 23 diKPP setempat. Dengan pendapatan sebesar Rp 1.781.599.892

Pada tahun 2020 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari- desember.
Dengan pendapatan sebesar Rp 1.612.826.630

Pada tahun 2021 KPRI sudah menerapkan PP 23 mulai bulan januari-desember.
Dengan pendapatan sebesar Rp 1.648.734.501

e pengaruh tarif PP 23

1.

2.

3.

Pada tahun 2019 tidak diterap PePe 2tiga tetapi diterapkannya PePe 4enam taon
2013 dengan tarif satuh persen dari omset perbulan. Nominal pajak sebesar Rp
17.815.999

Pada tahun 2020 telah diterapkannya PP yang sama yaitu 23 dengan tarif 0.5
persenn dari omset perbulan. Dengan jumlah pajak sebesar Rp 8.064.133

Pada tahun 2021 telah diterapkan PP 23 dengan tarif 0.5% dari omset perbulan.
Dengan jumlah pajak sebesar Rp 8.243.673.

Berdasarkan hasil penelitian pajak penghasilan KPRI Pergu Singosari pada tahun 2020 — 2021
menerapkan pajak pasal 4 ayat 2 berdasarkan PP tentang penghasilan usaha yang diperoleh
wajib pajak dengan peredaran bruto Rp 4,8 M sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2018
Pembahasan
TARIF Penghasilan
Uu pasal 1 dengan nomer tiga6 Tahun 2008 menyatakan bahwa dari pendapatan yang
diperoleh /diterima masih dalam waktu revolusi bumi /TH pjk , subyek dikenakan pajak
omzet . Sejumlah uang yang dterima dari orang pribadi , badan hukum, atau jenis usaha lain
yang dapat digunakan untuk kegiatan ekonomi seperti membelanjakan, mengumpulkan, dan
menigkatkan keayaan disebut pendapatan . Untuk pajak koperasi pajak yang dikenakan atas
penghasilan, yaitu termasuk:

a. PPh yang dsebut juga dengan pasal 4 ayat 2 pada hakikatnya adalah pajak yang
dipungut dengan dengan tarif dan dasar pengenaan pajak tertentu atas berbagai jenis
penghasilan yang diterimawajib pajak salama satu tahun pajak yang sedang berja;an.
Surat pemberitahuan, penghasilan ndak di padukan bersama pendapatan lain yang
dihitung jumlah umum dalam pp pinal. Bayaran buat memungut dan merawat gaji
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ndak bisa diminuskan dalam pajak penghasilan final. Pihak yang dipotong dan/atau
dipungut serta tidak dapt dihitung dengan mengunakan bukti pemotongan.

Pajak Penghasilan Final
Meneurut Pajak penhasilan adalan ats penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu, sebagimana diatur dalam
Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak UKM.
1. Dasar Pengenaan Tarif
Omset bulana dikalikan dengan nominal PePeHa final satu persen di bagi 2 jadi 0.5
persen adalah dasaran pengambilan uang wajib rakyat yang digunakan untuk
menghitung PPh final. Tergantung pada ketentuan undang-undang pajak enghasilan dan
peraturan pelaksanaaannya, pajak yang dibayaran atau terutang diluar negeri atas
diterima dari lauar negerui dapat dikurangkan dari penghasilan kena pajak.
2. Kompensasi PPh Final
e Berulang di tahun berikutnya berulang kembali dan berlanjut samapai pajak
limatahunan pajak, kerugian akan dikompensasikan.
¢ Dalam tahun pajak dimana pajak penghasilan final dikenakan, kerugian tidak dapat
dikompesansikan pada tahun pajak beriktuya.

Analisis PP 23 Tahun 2018

Peraturan pemerintah 1 Juli 2018 berlaku, peraturan baru yang dikenal dengan PP 23
yangmemungkinkan ajib pajak UMKM unruk menfaatkan tarif yatu 0,5% yang pendapatanya
tidak melebihi Rp4,8M tarif tesebut lebih rendah dari PP 46. Yang berubah menjadi 0,5%
dari peredaran bruto selama 1 periode.

Keinginan pemrintah untuk memberikan rasa keadilan kepada wajib pajak UMKM,
termasuk koperasi dan badan, dengan rasa keadilan mendorongnya untuk mengunakan tarif
pajak penghasilan sebesar 0,5%. DJP menerapakan gagasan pemilahan penilaian yang lebih
lugas, tarif pungutan lebih rendah dan gagasan yang lebih sederhana dan mudah untuk beban
tugas pribadi konklusif. [edoman dan beban pengeluaran pribadi konkklusif benar-benar
direncanakan untuk memberikanakomodasi kepada warga negara dalam mematuhi tugas
mereka, ini merupakan hal yang wajar jika warga nwgara mematuhi kewajibannyauntuk
meningkatakn pembayran pajak.

PPh adalaha car sederhana untuk memugutt pajak penghasilan. Dikatakan sederhana
karena wajib pajak dengan cepat menghitung pajak dengan mengalikan penghasilan bruto
wajib pajak sebesar 0.,5%. Namun ketetuan ini bersifat opsional karena wajib pajak memiliki
pilihan untuk mengikuti tarif dengan skema final sesesar0,5% atau mengunakan skema norml
yang ditunagkan di UU NO. 36 tahun 2008.

Analisis PP 46

Perusahaan dengan pendapatan gaji kotor dibawah Rp 4,8M rupiah dikenakan tarif dikenakan

tarif 1% dari pendapatan bruto bedasarkan peraturan tersebut. oleh karena itu perusahaan harus

melaporkan pedapatannya setiap bulan. Jka pedaaan tersebut tenryata dibawah PR 4,8 M maka

dinekan 1% dari pendapatan bruto , tentu perusahaan sangat diuntungkan dari tarif ini. Berikut

ini adalah tujuan dari PP 46:

1. Dapat memudahkan orang pribadi danbadan usaha untuk memenuhi kewajibannya
perpajakannya.

2. Meningkatkan kesadaran masyrakat akan fakta bahwa penerimaan pajak dapat
mempengaruhi pembangunan nasional dan melani kepentingan umum.

Call for Papers WNCEB 2022 | http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB | 1432



http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/WNCEB

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari pembasahan yang diperoleh sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa

a. Pada tahun 2019 KPRI Pergu tidak menerapkan PP 23, namun tetap menerapkan PP 46
dengan tarif 1% dari omzet bulanan.

b. Pada tahun 2020-2021 KPRI Pergu telah menerapkan PP 23.

Saran
Dari hasil penelitian yang dilakukan, nasehat wajib pengamat :
sebuah. Pembelajaran sesudah saya supaya lebih mengembangkan pembahasan isi dari apa
yang di kerjakan dengan mengembangkan variabel dan objek penelitian di bidang perpajakan
atau dengan adanya peraturan perpajakan yang baru.
b. Penulis menyarankan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat membahas lebih dalam tentang
peraturan perpajakan selanjutnya.
c. Bagi koperasi untuk mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak. Dari tahun ke tahun untuk
melengkapi laporan keuangan.
d. Hal ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi KPP untuk mengoptimalkan fungsi
pembinaan, konsultasi dan pembinaan kepada Wajib Pajak sebagai bentuk profesionalisme
perangkat kerja dan sistem manajemen/manajemen dalam hal kinerja rekening representatif
(AR) yang berfungsi menjembatani KPP dengan wajib pajak.
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